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ABSTRAK 

Pembentukan Dewan Pengawas KPK merupakan salah satu bentuk dari 

praktik politik hukum tentang pembentukan suatu lembaga negara. Dewan 

Pengawas adalah bagian baru dari KPK yang memiliki tugas dan kewenangan untuk 

mengawasi kinerja KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Peraturan yang menjadi dasar kewenangan Dewan Pengawas KPK adalah Undang-

Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan 

tetapi realitasnya eksistensi Dewan Pengawas KPK sebagai imbas dari revisi 

undang-undang KPK tersebut menimbulkan pro dan kontra. Maka dari itu 

penelitian ini akan memuat dua rumusan masalah, yaitu bagaimana pembentukan 

Dewan Pengawas dan implikasinya terhadap independensi KPK dan bagaimana 

pembentukan Dewan Pengawas KPK ditinjau dari Siyasah Dusturiyah. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

pustaka atau library research. Sedangkan pendekatan penelitian ini mengguanakn 

pendekatan yuridis normatif. Pembahasan terfokus pada politik hukum 

pembentukan Dewan Pengawas KPK dan pembentukan Dewan Pengawas KPK 

ditinjau dari Siyasah Dusturiyah. Sumber data premier penelitian ini adalah 

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. Sumber data sekunder penelitian ini adalah meliputi teks hukum berupa 

buku, skripsi, jurnal, lampiran penelitian, karya ilmiah, artikel-artikel, maupun 

doktrin hukum. 

Hasil dari penelitian ini adalah pembentukan Dewan Pengawas KPK 

menimbulkan pro dan kontra. adapun pihak yang pro berpendapat bahwa lembaga 

negara superbody seperti KPK sudah semestinya memiliki pengawas khusus agar 

dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tidak sewenang-wenang (abuse of 

power), sedangkan pihak yang kontra beranggapan bahwa pembentukan Dewan 

Pengawas justru makin memperumit birokrasi mekanisme pemberantasan korupsi 

di Indonesia. Hal tersebut menimbulkan banyak permohonan uji materiil dari 

berbagai pihak guna memperbaiki substansi undang-undang KPK mengenai 

kewenangan Dewan Pengawas agar menjadi lebih baik dan sesuai dengan tujuan 

negara dalam memberantas korupsi di Indoenesia. Akan tetapi, keberadaan Dewan 

Pengawas KPK bertentangan apabila ditinjau dari Siyasah Dusturiyah tidak dapat 

dikategorikan bagian dari kajian Wilayah al-Mazalim, karena dalam khazanah 

Siyasah Dusturiyah tidak mengenal istilah lembaga internal yang mengawsasi suatu 

lembaga yang memiliki kewenagan dalam hal supervisi terhadap kekuasaan negara 

sepertihalnya KPK. 

Kata Kunci: Dewan Pengawas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Siyasah 

Dusturiyah.  
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ABSTRACT 

The establishment of the KPK Supervisory Board is a form of legal political 

practice regarding the establishment of a state institution. The Supervisory Board is 

a new part of the KPK which has the task and authority to oversee the performance 

of the KPK in eradicating corruption in Indonesia. The regulation that forms the 

basis for the authority of the KPK Supervisory Board is Law Number 19 of 2019 

concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the 

Corruption Eradication Commission. However, the reality is that the existence of 

the KPK Supervisory Board as a result of the revision of the KPK law raises pros 

and cons. 

The research method used in this research is library research. Meanwhile, 

this research approach uses a normative juridical approach. The discussion focused 

on the legal politics of establishing the KPK Supervisory Board and the formation 

of the KPK Supervisory Board in terms of Siyasah Duturiyah. The premier data 

source for this research is Law Number 19 of 2019 concerning the Second 

Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication 

Commission. The secondary data sources of this research include legal texts in the 

form of books, theses, journals, research attachments, scientific works, articles, and 

legal doctrines. 

The result of this research is that the formation of the KPK Supervisory 

Board raises pros and cons. while those who are pro are of the opinion that a 

superbody state institution such as the KPK should have a special supervisor so that 

in carrying out its duties and authorities it is not arbitrary (abuse of power), while 

those who are against think that the formation of the Supervisory Board actually 

complicates the bureaucracy of the corruption eradication mechanism in Indonesia. 

. This has led to many requests for judicial review from various parties in order to 

improve the substance of the KPK law regarding the authority of the Supervisory 

Board to make it better and in line with the state's goal of eradicating corruption in 

Indonesia. However, the existence of the KPK Supervisory Board is contradictory 

when viewed from Siyasah Duturiyah cannot be categorized as part of the study of 

the Wilayah al-Mazalim, because Siyasah Duturiyah does not recognize the term 

internal institution that oversees an institution that has the authority in terms of 

supervision of state power as well as the KPK. 

Keywords: Supervisory Board, Corruption Eradication Commission (KPK), 

Siyasah Duturiyah.  
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MOTTO 

 

 

 

“Do not go gentle into that good night, 

Old age should burn and rave at close of day; 

Rage, rage against the dying of the light.” 

(Jangan terlena pada malam yang indah itu, 

Usia tua harus terbakar dan hangat di dekat 

hari; 

Marah, marahlah pada cahaya yang memudar). 

- Dylan Thomas 
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PEDOMAN TRANSLITASI ARAB-LATIN 

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama 

(SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 

Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 

1. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin 

dapat dilihat pada halaman berikut: 

Huruf Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba’ B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa Ṡ Es (dengan titik di ث

atas) 

 Jim J Je ج 

 Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di ح 

bawah) 

 Kha’ Kh Ka dan Ha خ 

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di ذ

atas) 

 Ra’ R Er ر
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 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan Ye ش

 Ṣad Ṣ Es (dengan titik di ص

bawah) 

 Ḍad Ḍ De (dengan titik di ض

bawah) 

 Ṭa Ṭ Te (dengan titik di ط

bawah) 

 Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 Ain ‘__ Apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و
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 Ha H Ha هـ

 Hamzah __’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

Hamzah ( ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa 

diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 

dengan yanda (‘). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fatḥah A A ا  

 Kasrah I I ا  

 Ḍammah U U ا  

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 
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 Fatḥah dan Ya Ai A dan I ى ي  

 Fatḥah Wau Au A dan U ى ـو  

  

 Contoh: 

 Haula : هَولََ Kaifa : ك ي ف  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan Tanda Nama 

ى  ا | ...   ... 
Fatḥah dan Alif 

atau Ya 

ā 

a dengan garis 

di atas 

ىى   ِ  Kasrah dan Ya ī 

I dengan garis 

di atas 

 ى و
Ḍammah dan 

Wau 

ū 

u dengan garis 

di atas 

  

 Contoh: 

 māta : م ات  

 ramā : ر م ى
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 qīla : ق ي ل  

 yamūtu : يَ  و ت  

4. Ta Marbūṭtah 

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang 

hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh: 

 rauḍah al-aṭfāl : ر و ض ة الا ط ف ال  

ل ة   يـ  ي ـن ة ا ل ف اض   al-madīnah al-fāḍilah : ا ل م د 

م ة    al-ḥikmah : ا لْ  ك 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd (  َّ …), dalam transliterasi ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 rabbanā : ر بّـَن ا 

ن ا   najjaīnā : نَ َّيـ 

 al-ḥaqq : ا لْ  ق  
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 al-ḥajj : ا لْ  ج  

 nu”ima : ن ـع  م  

 aduwwun‘ : ع د و  

Jika huruf ََى ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh 

huruf kasrah (  :maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh (ىِىَ 

 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aliy)‘ : ع ل ي  

 Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby‘ : ع ر ب   

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

 Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang .(alif lam ma‘arifah) ال

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah 

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا لشَّم س  

 al-zalzalah (az-zalzalah) : ا ل ز ل ز ل ة  

 al-falsafah : ا ل ف ل س ف ة  

 al-bilādu : ا ل ب لا د  

7. Hamzah 
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Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila 

hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan 

Arab ia berupa alif. Contohnya: 

 ta’murūna : تَ  م ر و ن  

 ’al-nau : ا ل نـَّو ء  

ء    syai’un : ش ي 

 umirtu : ا م ر ت  

 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, 

istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, 

istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari 

pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan 

bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. 

Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’ān), Sunnah, khusus dan umum. 

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 

Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

 Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

 Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

 Al-‘Ibārāt bi ‘umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab 
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9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: 

ِِ  billāh باِالّلِِ dīnullāh دِيْناُالّل

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ر حْ  ة الّ   ه م  فِ     Hum fī raḥmatillāh 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), 

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia 

yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada 

permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka 

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 

huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A 

dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh 

kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan 

rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

 Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

 Inna awwala baitib wuḍi’a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 
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 Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qurān 

 Naṣīr al-Dīn al Ṭūsī 

 Abū Naṣr al-Farābī 

 Al-Munqiż min al-Dalāl  
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KATA PENGANTAR 

الحمد لله رب العالمين نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا  
مضل له و من يضلل فلا هاديا له أشهد   و من سيأت أعملنا من يهد الله فلا

اله الا الله و أشهد أن محمد رسل الله ... أما بعدأن لا   
Alhamdulillah adalah kata yang tepat untuk mengungkapkan suasana dan 

keadaan penulis saat ini karena atas rahmat dan ridha-Nya penulis dapat melewati 

proses pembelajaran hingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Pembentukan Dewan Pengawas dan Implikasinya terhadap Independensi KPK 

ditinjau dari Siyasah Dusturiyah”. 

Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta guna memenuhi sebagian dari 

syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam. 

Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini masih 

terdapat banyak kekurangan, semoga dapat menjadi perbaikan untuk masa yang 

akan datang. Penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada para pihak yang 

selalu memberikan dukungan dan arahan dalam menyusun skripsi ini. Segenap 

ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku rektor UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta. 

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas 

Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara 

(Siyasah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
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Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah 

memberikan kontribusi besar bagi penulis yakni berupa ilmu. 

6. Seluruh Masyaikh Krapyak, KH. Muhammad Munawwir bin Abdullah 

Rosyad, Al-Magfurllah KH. Abdul Qodir Munawwir, KH. Ali Maksum, Al-

Magfurllah KH. R. Najib Abdul Qodir Munawwir, Al-Magfurllah KH. 

Zainal Abidin Munawwir, Al-Magfurllah KH. Ahmad Warson Munawwir, 

Al-Magfurllah KH. Abdul Hafidz Abdul Qodir Munawwir, Al-Magfurllah 

KH. Muhammad Rifqi Ali (Gus Kelik), Al-Magfurllah KH. Atabik Ali, 

Abah KH. Hilmy Muhammad, Abah KH. Afif Muhammad, Abah KH. Zaky 

Muhammad, beserta segenap dzuriyah Ponpes Ali Maksum dan Al 
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sigap jika kakaknya ingin berkeluh kesah. Tiada henti terimakasih dan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia pasca reformasi pada tahun 1998 yang 

ditandai dengan adanya Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang 

dilakukan sebanyak empat kali amandemen, yaitu pada tahun 1999, 

2000, 2001, hingga 2002, perkembangan ketatanegaraan Indonesia 

mengalami dinamika perubahan yang semakin kompleks, salah satu 

dampaknya adalah terbentuknya lembaga-lembaga dan komisi-komisi 

yang memiliki fungsi organ tersendiri dan bersifat independen yang 

kedudukannya berada di luar dari kekuasaan lembaga negara pada 

umumnya, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Di antara 

lembaga-lembaga dan komisi-komisi independen tersebut adalah 

Komisi Pemberantasan Korupsi atau biasa disingkat sebagai KPK.1 

KPK adalah lembaga yang hadir dengan misi menangani 

masalah pemberantasan korupsi di Indonesia. Lembaga KPK secara 

tidak langsung mengemban amanat untuk melakukan pemberantasan 

tindak pidana korupsi secara profesional, intensif dan 

berkesinambungan. Dalam melaksanakan segala kegiatannya KPK 

mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana jika ditinjau secara 

historis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

 
1 Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya ditulis KPK. 
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Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah sebagai 

peraturan pertama yang menjadi dasar kelembagaan KPK yang saat ini 

telah dua kali mengalami revisi, yaitu diganti dengan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang hingga 

kemudian direvisi kembali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Adanya agenda revisi terhadap Undang-Undang KPK ini 

disinyalir oleh beberapa pihak sebagai salah satu bentuk upaya untuk 

melemahkan KPK. Pelemahan terhadap KPK tersebut dilakukan 

melalui cara permainan di dalam pembentukan hukumnya. Bentuk-

bentuk pelemahan terhadap KPK terus berulang terutama jika KPK 

sedang menangani perkara korupsi yang menarik perhatian publik dan 

berpotensi besar mengganggu kepentingan kelompok atau oknum-

oknum tertentu. Namun demikian, bentuk pelemahan KPK dengan 

melalui peraturan hukumnya sulit terdeteksi karena prosesnya dilakukan 

melalui mekanisme yang legal dan sah, padahal substansi dari revisi 

Undang-Undang KPK tersebut bertentangan dengan penguatan KPK.2 

 
2 Indrayanto Seno Aji, dkk., Pengujian Oleh Publik (Public Review) Terhadap Rencangan 

Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Indonesian 

Corruption Watch, 2016), hlm. 10. 
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Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki isi yang cukup 

merubah substansi dalam undang-undang yang ada sebelumnya, salah 

satunya adalah mengenai hadirnya Dewan Pengawas KPK. Kehadiran 

Dewan Pengawas KPK sebagai organ baru dalam kelembagaan KPK 

tentunya banyak menyita perhatian masyarakat Indonesia. Hal ini 

mengakibatkan pro dan kontra mengenai model baru pengawasan 

lembaga negara ini. Pasalnya dalam organisasi kelembagaan KPK 

khususnya pada pejabat strukturalnya sudah terdapat bagian pengawas 

internal, bahkan ada bagian pengaduan masyarakat sebagai upaya 

kontrol masyarakat terhadap kinerja KPK. Keberadaan Dewan 

Pengawas dirasa semakin memperumit urusan pemerintahan yang ada, 

hal ini dikarenakan adanya perubahan sistem dalam tahapan 

pemberantasan korupsi. 

Berdasarkan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

L.N Nomor 197 Tahun 2019 yang berbunyi “Dalam rangka mengawasi 

pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi 

dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 

(1) huruf a.”. Adanya Dewan Pengawas bahkan menjadi suatu hal yang 

menimbulkan gejolak publik, jika memang perubahan undang-undang 

tersebut didasarkan atas kebutuhan publik maka seharusnya perubahan 
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tersebut akan tetap mengedepankan aspek perbaikan dan mendengarkan 

kritik masyarakat secara menyeluruh. 

Sebelum adanya revisi undang-undang dan penambahan bagian 

baru yang berkaitan dengan Dewan Pengawas, KPK merupakan 

lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya 

bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sesuai 

dengan isi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi pasal 

tersebut telah dirubah sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, L.N Nomor 197 

Tahun 2019 sehingga berbunyi, “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah 

lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas 

dari pengaruh kekuasaan manapun”. Oleh karena itu hal tersebut 

menimbulkan berbagai pertanyaan tentang bagaimana lembaga ini tetap 

bersifat independen, padahal telah menjadi bagian dari rumpun 

kekuasaan eksekutif, bagaimana kelembagaannya tetap berjalan secara 

independen pada kenyataannya lembaga eksekutif dalam hal ini adalah 

pemerintah yang menetapkan Dewan Pengawas secara langsung dan 

mempunyai tugas serta kewenangan yang sangat kompleks di dalam 

kelembagaan KPK. 

Dewan Pengawas sebagai bagian baru dari Komisi 

Pemberantasan Korupsi dikhawatirkan akan membuat independensi 
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lembaga ini terganggu. Apabila dilihat dari kewenangan pada pasal 37B 

ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Korupsi, L.N Nomor 197 Tahun 2019 yang 

berbunyi, “memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, 

penggeledahan, dan/atau penyitaan...” yang dalam hal ini berarti Dewan 

Pengawaslah yang menentukan teknis penanganan perkara. Revisi 

undang-undang KPK yang dilaksanakan atas inisiatif DPR secara tidak 

langsung dirasa akan mempengaruhi eksistensi KPK sebagai penegak 

hukum.3 

Keberadaan Dewan Pengawas KPK menimbulkan Pro dan 

Kontra dalam masyarakat. Keberadaan Dewan Pengawas KPK dinilai 

akan menciderai independensi dari KPK. Dewan Pengawas juga dinilai 

rentan akan intervensi politik. Sejumlah pihak juga menilai bahwa 

keberadaan Dewan Pengawas membuat rencana Operasi Tangkap 

Tangan (OTT) akan rawan bocor dan akan mengalami kesulitan karena 

penyadapan harus meminta izin dari Dewan Pengawas.4 Di sisi lain 

keberadaan Dewan Pengawas KPK bertujuan untuk mendukung KPK 

agar sebuah tatanan hukum bisa berjalan dengan baik, serta menghindari 

 
3 Neny Fathiyatul Hikmah, “Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi 

Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah”, Al-Balad: Journal of Constitutional Law, 

Vol. 2 No. 2, 2020, hlm. 2-3. 
4 Caesar Akbar, “Empat Bahaya Keberadaan Dewan pengawas KPK”, 

https://nasional.tempo.co/read/1268390/empat-bahaya-keberadaan-dewan-pengawas-kpk, diakses 

pada 28 September 2021. 

https://nasional.tempo.co/read/1268390/empat-bahaya-keberadaan-dewan-pengawas-kpk
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adanya berbagai bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan 

(abuse of power).5 

Dengan berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis 

uraikan di atas maka menjadikan penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian skripsi yang berjudul “Pembentukan Dewan Pengawas dan 

Implikasinya Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan 

Korupsi Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah”. 

B. Rumusan Masalah 

Dengan mempertimbangkan latar belakang dan batasan masalah 

yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis akan melakukan suatu 

penelitian dengan susunan rumusan masalah sebagaimana berikut: 

1. Bagaimana pembentukan Dewan Pengawas dan implikasinya 

terhadap independensi KPK di Indonesia? 

2. Bagaimana pembentukan Dewan Pengawas KPK ditinjau dari 

perspektif Siyasah Dusturiyah? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah yang telah ditentukan 

sebelumnya, maka dapat penelitian ini memilki tujuan sebagaimana 

berikut: 

1. Untuk mengetahui pembentukan Dewan Pengawas dan 

Implikasinya terhadap Independensi KPK di Indonesia 

 
5 Sarah Anggita, “Antasari Azhar: Dewas KPK Perlu Untuk Hindari Abuse of Power”, 

https://politik.rmol.id/read/2019/11/08/409337/antasari-azhar-dewas-kpk-perlu-untuk-hindari-

abuse-of-power, diakses pada 28 September 2021 

https://politik.rmol.id/read/2019/11/08/409337/antasari-azhar-dewas-kpk-perlu-untuk-hindari-abuse-of-power
https://politik.rmol.id/read/2019/11/08/409337/antasari-azhar-dewas-kpk-perlu-untuk-hindari-abuse-of-power
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2. Untuk memberikan penjelasan tentang pembentukan Dewan 

Pengawas apabila dikaji dari perspektif Siyasah Dusturiyah 

D. Manfaat Penelitian 

Ketika menyusun skripsi ini penulis ingin membagi hasil 

penelitian ini menjadi dua macam manfaat, di antaranya adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Agar dapat berkontribusi secara akademis dengan turut serta 

menambah serta memperkaya referensi keilmuan di bidang hukum 

Indonesia, terutama di bidang Hukum Tata Negara berkaitan dengan 

pembentukan Dewan Pengawas dan implikasinya terhadap 

independensi Komisi Pemberantasan Korupsi ditinjau dari 

perspektif Siyasah Dusturiyah. 

2. Manfaat Praktis 

Agar dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan 

bagi para pemangku dan pembuat kebijakan, terutama yang secara 

langsung terlibat dalam pembentukan dan pembangunan hukum 

nasional, khususnya yang berkaitan dengan bidang pemberantasan 

tindak pidana korupsi di Indonesia seperti halnya penentuan 

kebijakan dalam menghadapi dinamika pembentukan Dewan 

Pengawas dan implikasinya terhadap independensi Komisi 

Pemberantasan Korupsi, terlebih penelitian ini akan dikaji dari 

perspektif Siyasah Dusturiyah. 
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E. Telaah Pustaka 

Telaah Pustaka atau studi pustaka secara ringkas dapat diartikan 

sebagai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti 

sebelumnya yang memiliki relevansi materi dengan penelitian yang 

akan penulis lakukan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa studi 

pustaka atau telaah pustaka pada dasarnya berisikan tentang uraian 

sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan 

sebelumnya oleh para peneliti dan memiliki keterkaitan dengan 

penelitian yang akan dilakukan.6 

Dalam proses penelusuran materi yang dilakukan oleh penulis 

berkaitan dengan tema yang akan penulis teliti, yaitu “Pembentukan 

Dewan Pengawas dan Implikasinya Terhadap Independensi Komisi 

Pemberantasan Korupso Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah”, 

peneliti menemukan beberapa referensi materi dari suatu 

penelitian/karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan tema skripsi ini, 

di antaranya adalah: 

Karya Pertama, skripsi karya Cris Septiani yang berjudul 

“Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 Tentang 

Pemberantasan Korupsi”, metode penelitian yang digunakan adalah 

penelitian hukum, yaitu penelitian berbasis hukum yang meneliti 

kondisi hukum secara instrinsik, maksudnya adalah hukum sebagai 

 
6 Tim Fakultas Syari’ah dan Hukum, Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa 

(Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press, 2009), hlm. 3 
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sistem nilai dan hukum sebagai norma sosial. Pada skripsi tersebut 

membahas tentang implikasi pembentukan Dewan Pengawas terhadap 

aspek keindependensian suatu lembaga negara. Terlebih lembaga 

negara tersebut adalah KPK yang notabene adalah lembaga negara 

independen. 

Karya Kedua, jurnal karya Neny Fathiyatul Hikmah yang 

berjudul “Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi 

Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah”, 

metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan 

menggunakan pendekatan undang-undangan, karena pada penelitiannya 

membahas peraturan perundang-undangan terkait UU KPK. Pada jurnal 

tersebut membahas tentang kajian Siyasah Dusturiyyah yang digunakan 

sebagai sudut pandang untuk menmbahas pembentukan Dewan 

Pengawas dan implikasinya terhadap independensi KPK. 

Karya Ketiga, skirpsi karya Alexander yang berjudul “Peran 

Komisi Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari Fikih Siyasah”, 

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research, 

yaitu penelitian yang dilakukan dengan memandatkan sumber 

kepustakaan untuk melakukan suatu penelitian. Pada skripsi tersebut 

membahas tentang analisis Peran KPK ditinjau dari Fikih Siyasah, 

materi ini menggunakan tinjauan Fikih Siyasah yang salah satu sub 

babnya adalah Siyasah Dusturiyah, sehingga menurut penulis skripsi ini 

dapat dijadikan sebagai rujukan data guna memperkuat teori Siyasah 

Dusturiyah yang ada dalam penelitian skripsi penulis. 
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Karya Keempat, skripsi karya Loistra Ginting yang berjudul 

“Peranan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 

Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, metode 

yang digunakan dalam skripsi ini adalah Yuridis normatif yaitu suatu 

penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal 

dalam peraturan perudang-undangan yang berlaku dan sumber data 

berupa jurnal dan portal berita di dalam suatu penelitain. Skripsi ini 

membahas bagaimana pengaturan hukum tindak pidana korupsi di 

Indonesia, apa itu KPK diliat dari Undang-undang yang berlaku, melihat 

dewan pengawas sebagai badan baru di KPK serta apa urgensi 

terbentuknnya badan tersebut hinnga melihat lembaga anti korupsi yang 

ada di Negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura yang ternyata 

mempunyai lembaga pengawas seperti di Malaysia ada divisi dan ada 

kode etik dan di singapura langsung di awasi oleh perdana mentri 

singapura, dan juga perlunya pengawasaan agar tidak terjadi abuse of 

power. 

Karya Kelima, jurnal karya M Ali Imron dan Agus Surono yang 

berjudul “Kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam Memberi Izin 

Penyadapan”, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan perundang-

undangan (statute approach) berupa peraturan perundang-undangan. 

Jurnal ini membahas tentang akibat revisi Undang-Undang KPK yang 
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salah satu dampaknya adalah mekanisme perizinan dalam hal 

penyadapan bagi para penyidik KPK. 

Dalam hal ini terdapat fokus yang menjadi perbedaan tegas 

antara kelima karya tulis di atas dengan karya tulis ini, Perbedaan 

tersebut terletak pada pisau analisis yang digunakan untuk meninjau 

objek penelitian. Secara umum tema pembahasan dari penelitian di atas 

memiliki kemiripan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas 

pembentukan Dewan Pengawas KPK dan Siyasah Dusturiyah. Akan 

tetapi penulis lebih menekankan analisis penelitian ini kepada 

Pembentukan Dewan Pengawas KPK yang ditinjau dari perspektif 

Siyasah Dusturiyah. 

F. Kerangka Teoritik 

Suatu teori dalam penelitian sangat berguna untuk menjelaskan, 

menginterpretasi, dan memahami suatu gejala atau fenomena yang 

dijumpai dari hasil penelitian.7 Adapun dalam mengkaji permasalahan 

dalam penelitian ini penulis menggunakan dua kerangka teoritik, yaitu: 

1. Konsep Kelembagaan Negara 

Konsep tentang lembaga negara dalam bahasa Belanda disebut 

sebagau staatsorgaan. Adapun dalam bahasa Indonesa hal tersebut 

identik dengan lembaga negara, badan negara, atau organ negara. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “lembaga” diartikan sebagai asal 

mula, bakal (yang akan menjadi sesuatu, bentuk asli (rupa, wujud), 

 
7 Abudin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 

184-185. 
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acuan, ikatan, badan atau organisasi yang bertujuan untuk melakukan 

penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha, atau pola perilaku 

yang mapan yang terdiri dari atas interaksi sosial yang terstruktur.8 

Lembaga Negara dapat diartikan sebagai lembaga-lembaga atau 

organ publik yang menjalankan roda pemerintahan dan tidak berada di 

bawah kekuasaan presiden. Bersifat mandiri secara etimologis dapat 

diartikan menunjukan kemampuannya untuk dapat berdiri sendiri. Hal 

ini menjelaskan bahwa istilah mandiri merujuk pada ketidakadaan 

pengaruh dari manapun atau bebas dari campur tangan kekuasaan 

lainnya. 

Adapun Lembaga negara di Indonesia terbagi menjadi dua 

macam bagian, yaitu lembaga negara yang dibentuk melalui Undang-

Undang Dasar (UUD), dan lembaga negara yang dibentuk di luar UUD. 

Lembaga negara yang pembentukannya melalui UUD adalah lembaga 

tinggi negara seperti halnya legislatif, eksekutif dan yudikatif. 

Sedangkan lembaga negara yang dibentuk di luar UUD seringkali 

disebut sebagai lembaga negara penunjang (auxiliary organ), yang 

pembentukannya dapat dilakukan melalui undang-undang (regulatory 

body). 

Dalam rangka membatasi kekuasaan suatu lembaga negara, 

maka dikembangkanlah teori pemisahan kekuasaan yang pertama kali 

dikenalkan oleh John Locke. Pemisahan kekuasaan tersebut awalnya 

dilakukan dengan memisahkan kekuasaan politik menjadi tiga bagian, 

 
8 Kamus Besar Bahasa Indonesia. 



13 
 

 
 

yaitu kekuasaan legislatif (legislative power), kekuasaan eksekutif 

(executive power), dan kekuasaan federatif (federative power). 

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan lembaga pembentuk undang-

undang dan peraturan-peraturan yang bersifat fundamental. Kekuasaan 

eksekutif adalah kekuasaan lembaga pelaksana peraturan-peraturan 

yang dibentuk oleh kekuasaan lembaga legislatif, dan kekuasaan 

federatif adalah kekuasaan yang berkaitan dengan hubungan luar negeri, 

kekuasaan penentu peperangan, perdamaian, aliansi antar negara hingga 

kekuasaan untuk melakukan berbagai perjanjian dengan negara-negara 

asing. 

Sedangkan dalam teori pemisahan kekuasaan trias politica, 

Baron de Montesquieu membagi lembaga negara menjadi tiga cabang 

kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Akan tetapi seiring 

perkembangan zaman, teori tersebut dinilai sudah kurang relevan 

dengan situasi ketatanegaraan dan birokrasi moderen, khususnya di 

Indonesia, sehingga muncul trend di beberapa negara, termasuk di 

Indonesia untuk membentuk negara-negara bantu yang bersifat 

independen.9 

Menurut Jimly Ashidiqie, keindependensian suatu lembaga 

negara sangat diperlukan untuk menjamin pembatasan kekuasaan dan 

demokratisasi yang lebih efektif. Kemudian beliau juga menjelaskan 

bahwa lembaga-lembaga yang ada saat ini memiliki kedudukan yang 

independen, terutama dalam menjalankan tugas dan wewenangnya 

 
9 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 

Hlm. 217. 
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sebagai lembaga negara. Pada tingkatan pertama di antaranya adalah 

Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia 

(POLRI), dan Bank Indonesia (BI). Kemudian pada tingkatan kedua ada 

lembaga-lembaga khusus sepertihalnya Komisi Nasional dan Hak Asasi 

Manusia (KOMNAS HAM), Komisi Pemilihan Umum (KPU), 

Ombudsan Republik Indonesia, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), 

hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Check and Balances  mengacu pada veriasi atau aturan prosedur 

yang memungkinkan satu cabang kekuasaan membatasi kekuasaan yang 

lainnya.10 Pemikiran pentingnya pembatasan kekuasaanlah yang 

mendasari lahirnya konsep check and balances, karena kekuasaan yang 

tidak dibatasi akan cenderung rawan untuk menyalahgunakan 

kekuasaannya. 

Mekanisme Check and Balances pada dasarnya baru diterapkan 

pasca amandemen UUD NRI 1945. Sebelumnya sistem ketatanegaraan 

Indonesia belum mengenal sistem Check and Balances. MPR dianggap 

sebagai manifestasi rakyat Indonesia yang memegang kekuasaan 

tertinggi di antara lembaga-lembaga negara lainnya. Barulah setelah 

amandemen UUD NRI 1945, mekanisme Check and Balances 

diberlakukan. 

Setiap cabang kekuasaan bertugas untuk saling mengawasi dan 

mengimbangi cabang kekuasaan yang lainnya. Prinsip pengawasan ini 

dibentuk agar tiap cabang kekuasaan dapat membatasi kekuasaan 

 
10 Hamdan Zoelva, Pemakzulan Presiden di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hlm. 

63. 
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pemerintahan lainnya. Kedudukan MPR tidak lagi menjadi pusat dari 

segala cabang kekuasaan dan tidak lagi menjadi lembaga tertinggi 

negara. Kedudukannya menjadi setara dengan lembaga tinggi lainnya. 

2. Siyasah Dusturiyah 

Fikih secara etimologis adalah keterangan tentang pengertian 

atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang 

mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.11 

Adapun secara terminologis fikih adalah pengetahuan tentang hukum-

hukum yang sesuai dengan syara‟ mengenai amal perbuatan yang 

diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau 

hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-quran dan 

Sunnah).12 

Jadi fiqih menurut istilah adalah pengetahuan tentang agama 

islam yang disusun oleh mujtahid yakni orang yang mumpuni dalam 

agama islam untuk berijtihad yang diperolehnya dari sumber Al-quran 

dan hadist Nabi. Siyasah menurut bahasa adalah mengandung beberapa 

arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat 

kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Siyasah secara terminologis 

dalam lisan al-Arab, Siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu 

dengan cara membawa kemaslahatan. Siyasah adalah ilmu 

pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, 

 
11 Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajatan Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 1994), hlm. 21. 
12 Ibid. Hlm. 21. 
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yaitu politik dalam negeri dan politik dalam negeri serta 

kemasyarakatan.13 

Sedangkan kata dusturiyyah berasal dari bahasa Persia yang 

berarti Dusturiyah. Semula artinya adalah seorang yang memiliki 

otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam 

perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan 

anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah 

mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dusturiyah 

berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut 

istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan 

hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah 

negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis 

(konstitusi).14 

G. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan 

dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, 

sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode 

atau cara tertentu. Sistematis adalah penelitian yang dilakukan 

berdasarkan suatu sistem. Konstisten adalah tidak adanya hal-hal yang 

bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.15 Dengan demikian, untuk 

 
13 Ibid. Hlm. 22. 
14 Ibid. Hlm. 24. 
15 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2010) hlm. 2-3. 
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memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini, maka penulis akan 

menjabarkan beberapa hal terkait sebagaimana berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan penulis ini menggunakan 

penelitian pustaka atau library research, yaitu serangkaian kegiatan 

yang berhubungan dengan metode metode pengumpulan data 

pustaka, membaca dan mencatat serta mengola bahan penelitiannya. 

Penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk 

memperoleh data penelitiannya.16 Peneliti akan melakukan 

pencarian sumber-sumber pustaka dengan sebanyak-banyaknya 

guna memperkaya referensi materi, sehingga dapat menghasilkan 

penelitian yang baik dan benar sesuai dengan tata cara penyusunan 

skripsi yang telah ditentukan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum. 

Dalam penelitian ini dilakukan oleh penulis ini akan 

menganalisa substansi dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

terutama pada pasal-pasalnya yang secara langsung berkaitan 

dengan pembentukan Dewan Pengawas KPK, dan kemudian akan 

ditinjau juga dengan mengunakan Hukum Islam yaitu dengan 

menggunakan perspektif Siyasah Dusturiyyah. 

2. Pendekatan Penelitian 

 
16 Mustika Zed, Metode Penelitian Perpustakaan,  (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), 

hlm. 2-3. 
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Pendekatan Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis 

adalah pendekatan yuridis normatif. Yaitu pendekatan yang 

dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum berupa 

peraturan perundang-undangan seperti halnya undang-undang, 

peraturan-peraturan lain, serta norma-norma hukum yang berlaku di 

masyarakat dan berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan 

pembentukan Dewan Pengawas KPK. 

3. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam 

komponen, yaitu sumber data premier dan sumber data sekunder, 

adapaun untuk penjabarannya adalah sebagaimana berikut: 

a) Sumber Data Premier 

Sumber data premier adalah data yang dirujuk secara 

langsung tanpa melalui perantara atau data lain. Dalam  

penelitian yang penulis lakukan ini meliputi peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan 

Dewan Pengawas KPK yang dalam hal ini merujuk pada 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

b) Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang merujuk 

secara tidak langsung melalui suatu perantara atau data selain 
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data premier. Adapaun dalam penelitian yang penulis lakukan 

ini meliputi teks hukum berupa buku, jurnal, lampiran 

penelitian, karya ilmiah, artikel-artikel. Maupun doktrin hukum 

yang dapat dijadikan sebagai perantara dalam menunjang 

penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

H. Sistematika Pembahasan 

Dalam menyusun penelitian skripsi ini tentunya penulis merasa 

untuk menjelaskan perihal tata penyusunan atau sistematika 

pembahasan materi skripsi penulis yang berjudul “PEMBENTUKAN 

DEWAN PENGAWAS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP 

INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 

DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYYAH”, agar menjadi 

penelitian yang lebih sistematis dan mudah dibaca oleh khalayak umum, 

maka dari itu penulis berusaha untuk mengklasifikasikan materi-materi 

skripsi penulis ke dalam beberapa uraian bab per bab, adapun 

penjabarannya adalah sebagaimana berikut: 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini membahas tentang latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode dan 

teknik penulisan serta sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 
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 Dalam bab ini menjelaskan tentang penjabaran yang 

lebih komprehensif dalam aspek teori dasar untuk 

menemukan jawaban dari rumusan masalah yang 

dipaparkan sebelumnya. Adapun fokus pembahasannya 

adalah mengenai teori Siyasah Dusturiyah. 

BAB III : GAMBARAN UMUM KOMISI 

PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DAN 

DEWAN PENGAWAS KPK 

 Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum 

berkaitan dengan objek yang akan diteliti oleh penulis, 

yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan 

Pengawas KPK. 

BAB IV  PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS KPK 

DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH 

  Dalam bab ini menjelaskan tentang analisis penulis 

berupa deskripsi, argumentasi dan kritik yang 

membangun berdasarkan kerangka teori yang dipakai 

terhadap data hasil penelitian. 

BAB V : PENUTUP 

 Dalam bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran-

saran yang dikemukakan oleh penulis berdasarkan 

pemaparan pada bab-bab sebelumnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pembentukan Dewan Pengawas KPK pada dasarnya memiliki tujuan 

guna mewujudkan suatu efektivitas dan mengoptimalkan upaya pemberantasan 

tindak pidana korupsi di dalam tubuh KPK itu sendiri. Selain itu, salah satu 

tujuan lainnya dari pembentukan Dewan Pengawas KPK juga adalah agar dapat 

terciptanya mekanisme checks and balances anatar Dewan Pengawas KPK dan 

KPK secara keseluruhan. 

Dibentuknya Dewan Pengawas KPK menimbulkan pro dan kontra di 

tengah masyarakat Indonesia. Pada pihak yang berpandangan pro berpendapat 

bahwa sudah sewajarnya lembaga sekelas KPK memiliki mekanisme 

pengawasan khusus sepertihalnya Dewan Pengawas, terlebih KPK lekat dengan 

predikat sebagai lembaga yang memiliki kewenangan istimewa (superbody), 

hal ini agar meminimalisisr terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of 

power) oleh KPK. Sedangkan dari pihak yang kontra berpendapat bahwa 

eksistensi Dewan Pengawas berpotensi untuk memperumit birokrasi sehingga 

dapat menghambat kinerja KPK dalam melaksanakan tugas pemberantasan 

korupsi di Indonesia. 

Kejanggalan demi kejanggalan akhirnya menimbulkan animo 

masyarakat untuk melakukan permohonan uji materiil terhadap undang-undang 

KPK yang baru meningkat. Salah satu diantaranya yang dikabulkan sebagian 

oleh Mahkamah Konsitusi adalah permohonan uji materill oleh Rektor dan 
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beberapa dosen Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta terhadap 

terhadap Pasal 12B ayat (1), Pasal 37B ayat (1) huruf b, dan Pasal 47 ayat (1) 

undang-undang KPK yang menurut pemohon bertentangan dengan Pasal 28D 

ayat (1) UUD NRI 1945. Sehingga kewenangan Dewan Pengawas KPK untuk 

memberikan izin atau tidak memberikan izin kepada pegawai KPK untuk 

melakukan penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan menjadi tidak 

berlaku lagi atau diputuskan sebagai inkonstitusional karena bertentangan 

dengan upaya pro justitia KPK. 

Masuknya KPK dan Dewan Pengawas ke dalam rumpun kekuasaan 

eksekutif juga memang menimbulkan KPK bukan lagi menjadi lembaga negara 

yang independen secara utuh. Akan tetapi dalam pelaksanaan tugas dan 

wewenangnya dapat tetap independen sepertihalnya POLRI dan Kejaksaan. 

Sebagaimana kerangka berfikir dalam amar ma’ruf nahi munkar yang 

dijelaskan oleh Al-Mawardi, bahwa konsep hisbah hanya dapat dilakukan untuk 

menerapkan perintah untuk mengajak kepada kebaikan dan menjauhi larangan-

larangannya (amar ma’ruf nahi munkar) yang dalam hal ini adalah untuk 

menjauhkan dari tindakan yang menjurus pada prakrik korupsi.  

Akan tetapi, Pembentukan Dewan Pengawas KPK tidak sesuai dengan 

konsep wilayah al-Mazalim yang dijelaskan Al-Mawardi, karena Wilayah al-

Hisbah memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi dan menyeru kepada 

kebaikan serta melarang pada keburukan, yang dalam hal ini Dewan Pengawas 

memang pada dasarnya memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi 

kinerja KPK dalam tindakannya untuk memberantas tindak pidana korupsi di 
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Indonesia. Akan tetapi realitanya pada undang-undang KPK yang menjadi 

induk dari peraturan terbaru tentang mekanisme pemberantasan korupsi, malah 

terdapat banyak kejanggalan, sepertihalnya penyelundupan status KPK menjadi 

berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif, menciptakan mekanisme perizinan 

untuk melaksanakan penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan hingga 

lahirnya TWK yang berakibat dipecatnya 75 anggota KPK yang berintegritas 

pada akhirnya hanya menimbulkan banyak mafsadat bagi negara dan 

masyarakat. 

B. Saran 

Pembentukan Dewan Pengawas yang saat ini menjadi bagian dari tubuh 

pengawasan internal KPK, sudah semestinya harus saling bersinergi untuk 

mengoptimalkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. 

Sinergitas tersebut harus menstimulan pemberantasan korupsi agar lebih efektif 

dan efisien, sehingga dapat menciptakan mekanisme checks and balances 

sehingga tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) di 

masing-masing lembaga negara.  

Namun, apabila suatu saat keberadaan Dewan Pengawas KPK tersebut 

justru malah terbukti menjadi batu sandungan yang menghambat kinerja KPK, 

maka dapat dipertimbangkan kembali untuk merevisi Undang-Undang Nomor 

19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, demi 

kemashlahatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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